
BUPATI CILACAP, 

Menimbang : a. ba.hwa berdasarkan ketentuan Passi 54 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor l Tahun 2011 ten tang Pcrumahan dan Kawasan 
Permukiman, menyebulkan bahwa untuk memcnuhi kebutuhan 
rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Pemerintab 
dan/atau Perncrintah Daerah wajlb memberikan kemudahan 
pembangunan dan perolehan rumah melalui program 
perencanaan pcmbangunan perurnahan sccara bertahap dan 
berkelanjut.an; 

b. bahwa dalam rangka mcningkatkan kualitas rumah tinggal 
rnasyarakat berpenghasilan rcndah agar mcmenuhi syarat 
kesehatan, tcknis, dan layak huni, maka Pemcrintah Kabupaten 
Cilacap mengalokasikan banruan sosial pemugaran rumah udak 
layak huni; 

c. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan bantuan 
sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf b, agar dapat 
berdaya guna, tepat sasaran, dan akuntabel, perlu mcnerapkan 
tat.a cara pelaksanaan; 

d. bahwa berdasarkan pcrtimbangan scbagairnana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, pcrlu menetapkan 
Pcraturan Bupau Cilacap teniang Tata Cara Pelaksanaan 
Bantuan Sosin] Pemugaran Rumnh Tidak l..ayak I lun, bagi I 
Masyarakat Berpenghasilan Renduh di Kabupau-n Cilacap, 

Mengmgat : I Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pernbentukan 
Oaerah-daerah Kabuparen Dalam Lmgkungan Propmsi Djawa 
Tengah (Serita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1950 Numor 
42). 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Amara Pemenntah Pusai dan Pemerint.ahan Dacrah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tohun 200Q Nomor 
12, Tarnbahnn Lernbaran Negara Rcpublik lndoncsiu Nomor 
4967); 

DENOAN RAH MAT TUIIAN YANG MAHA ESA 

TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL 
PEMUGARAN RUMAII TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT 

BERPENGHASILAN RENDAH DI KABUPATE:N CILACAP 

BUPATI CILACAP 
PROVINS! JAWA TENGAII 

PERATURAN BUPATI ClLACAP 
NOMOR 91 TAHUN 2019 

TENT ANG 
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PERATURAN BUPATI TEN'rANG TATA CARA PELAKSANAAN 
BANTUAN SOSIAL PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUN! 
BAGI MASYARAKAT BERPENOHASILAN RENDAH DI 
KABUPATEN CILACAP. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

4. Undang-Undong Nomor I Tahun 2011 tcntang Perurnahan dan 
Kawasan Permukunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5188); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik lndonesio Nomor 5495); 

6. Undang-Undnng Nomor 23 Tnhun 2014 tentang Pernerintahan 
Daernh (Lcrnbaran Negara Rcpuhlik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telnh beberapa kali diubah Lcrakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undnng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tcntang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik tndonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 I 4 ten tang 
Dcsa (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

123, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 5539) 
sebagairnana telah diubah dengan Pcraruran Perncrintah Nomor 
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pclaksanaan Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717}; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320 
Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5615). 

9. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpubhk 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lcrnbaran Negara 
Republik Nomor 6322); 

10. Peraturan Daerah Kabupatcn Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembenrukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 
2016 Nomor 9, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 
Nomor 134). 

I I. Peraturan Ouerah Kabupnu-n Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 
ternang Pokok Pokok Pcngclolaon Keuangan Daerah (Lembaran 
Daernh Kubupatcn Cilucap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan 
Lernbarun Dae-rah Kabupaten Cilacup Numor 159); 
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Pasal 2 
(J) Maksud ditetapkannya Peraturan BupaLi ini sebagai pedoman dalarn 

melaksanakan kegiatan Bantuan Sosial di Daerah. 
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar Bantuan Sosial di Daerah 

tepat sasaran, tepat waktu, tepat mutu, tepat manfaat, tepat jumJah, dan 
dapat dipertanggungjawabkan baik fisik maupun administrasi. 

BABTI 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal I 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
I. Dacrah adalah Kabupaten Cilacap. 
2. Pemerintah Dacrah adalah kepala daerah sebagai unsur penyclenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonorn. 

3. Bupati adalah Bupati Cilacap. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pernbantu Kcpala Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Dacrah dalam penyclcnggaraan urusan Pernerintahan yang 
menjadi urusan Daerah. 

5. Masyarakat Berpenghasilan Rendah selanjucnya disingkat MBR, adalah 
masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat 
dukungan dari pemerintah untuk membangun/mcmugar rumah agar layak 
huni. 

6. Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya disingkat RTLH, adalah rumah yang 
1idak memenuhi syarat kualitas standar bangunan rumah dan kesehatan yang 
harus dipenuhi suatu bangunan yang berdiri di atas tanah milik masyarakat 
berpenghasilan rendah sasaran Banruan Sosial. 

7. Bantuan Sosial Pemugaran RTLH yang sclanjutnya disebut Bantuan Sosial, 
adalah pemberian bantuan sosial bcrupa uang yang direncanakan dari 
Pemerintah Daerah kepada individu atau keluarga berpenghasilan rendah yang 
sifainya tidak terus menerus dan selektif yang bcrtujuan untuk pemugaran 
RTLH. 

8. Standar Layak Huni adalah persyaratan kecukupan, kualitas bangunan, 
kesehatan, dan luas yang harus dipenuhi suatu bangunan, 

9. Fasilitator adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal sebagai bagian Tim 
Fasilitasi Tingkat Kabupaten, yang menjadi pendamping teknis penerima 
bantuan dalam melaksanakan kegiatan pemugaran RTLH. 

10. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permuk:iman dan Pertanahan 
Kabupaten Cilacap. 

J 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.. 

12. Pihak lain adaJab perseorangan, lembaga/organisasi/perkumpuJan, maupun 
badan usaha yang memiliki kepedulian terhadap kegiatan pemugaran RTLH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 
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Pasal 8 
(I) Pemberian bantuan sosial tidak mcngikat dan tidak diberikan setiap tahun 

anggaran kcpada penerima banruan. 
(2) Penggunaan bantuan sosial menjadi tanggungjawab pencrima baruuan dan 

apabila tC1JBd1 pelanggaran dan/atau pcnyalahgunaan akan dikenakan 
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABVI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 7 
(1) Pengendalian pelaksanaan Bantuan Sosial di Daerah dilaksanakan oleh 

Dinas. 
(2) Pengawasan pelaksanaan Bantuan Sosial di Daerah dilaksanakan oleh 

lnspektorat Kabupaten Cllacap. 

BABV 
PENGENDAL!AN DAN PENGAWASAN 

Pasal 6 
Tata cara pelaksanaan dan perunjuk teknis pcmberian Bantuan Sosial di Daerah 
scbagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 
Sumber dana Bantuan Sosial dapat berasal dari : 
a. APBD Kabupaten Cilacap; dan/atau 
b. Bantuan Pihak Lain. 

Pasal 4 
(11 Pcmerintah Dacrah memberikan Banruan Sosial bagi MBR yang belurn 

merniliki rumah layak huni. 
(2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (J), diberikan kcpada 

individu atau keluarga. 
(3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (l), digunakan unruk 

mcmbiayai pembangunan dan/atau pemugaran RTLH di Daerah. 
(4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Bantuan Sosi.al sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan Pihak Lain. 

BAB IV 
PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL 

Pasal 3 
Ruang lingkup Peraruran Bupati ini meliputi tata cara pelaksanaan dan perunjuk 
teknis pemberian Bantuan Sosial di Daerah baik yang bersumber dari APBD 
Kabupaten Cilacap maupun bantuan pihak lain. 

BAB Ill 
RUANG LINGKUP 



SERITA DAERAH KABUPATEN CILACAPTAHUN 2019 NOMOR 

FARID MA'RUF 

Diundangkan di Cilacap 
pada Ul '2.019 

ARTO PAMUJI 

AP, 

Ditctapkan di Cilacap 
pada tanggal 3 o-Jm" 70,q 

orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten 

Agar setiap 
Bupati irii 
Cilacap. 

Pasal 11 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasa! 10 
Pada saat Peraturan Bupati ini rnulai berlaku, make Peraturan Bupati Cilacap 
Nomor 85 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Banruan Sosial Pemugaran 
Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten 
Cilacap (Serita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 85), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

BAB vrrr 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal9 
Pelaksanaan kegiatan Bantuan SosiaJ pemugaran RTLH Tahun Anggaran 2019 
pada Perangkat Daerah di luar Dinas dilaksanakan bcrdasarkan Peraturan Bupati 
Cilacap Nomor 85 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Pclaksanaan Bantuan Sosial 
Pemugaran Rumah Tidak Layak Runi bagi Masyarakal Berpenghasilan Rendah di 
Kabupaten Cilacap. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 
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B. Tujuan Pemberian Baruuan Sosial 
Bantuan Sosial diberikan dcngan tujuan unruk : 
J. mcmberikan stimulan kcpada MBR dalam meningkatkan kualuas 

rumah onggal; 
2. mcnumbuhkan semangat gotong royong masyarakat dalam kegiatan 

pcmbangunan perumahan; dan 

I. PENDAHULUAN 
A. l..atar Belakang 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ientang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman, mengamanatkan agar Pemerintah Daerah 
memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakal berpenghasilan rendah 
dengan membcrikan kcmudahan pcmbangunan dan perolehan rumah 
melalui program perencanaan pernbangunan perurnahan secara bertahap 
dan bcrkclanjut.an. Pcmerintah Ducrah jugs benanggungjawab untuk 
mcmberikan bantuan agar masyarakat mampu rnenghuni rumah yang 
layak, sehat, aman, hannonis, terjangkau, dan memperhaukan 
kelestarian lingkungan. 

Rencana Pembangunan Jangka Mcncngah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 tclah menetapkan salah satu misi 
yang ingin dicapai, yaitu mengembangkan dan membangun infrastruktur 
wilayah dengan rnemperhatikan aspek lingkungan hidup dalam 
pemanfaatan alam secara bcrkelanjutan dimana salah satu rujuannya 
adalah untuk pcningkatan kualitas infrastruktur wilayah tennasuk 
rnerungkatnya rumah yang sehat dan Iayak huni. Pemerintah Kabupaten 
Cilacap memfasilitasi don mcmberikan banruan stimulon, berupa belanja 
banruan sosial RTLI-1 kcpada masyarakat berpcnghasilan rendah agar 
mampu dan mondiri dalom rncwujudkan pcmbangunan rumah yang layak 
huni dan memenuhi persyaratan teknis dan kcschatan. 

t.gar pelaksanaan kcgiatan dapat berjalan lcbih terarah, tepar 
waktu, mutu, sasaran, manfaat serta tertib administrasi yang akuntabel 
dan transparan, maka diperlukan koordinasi antar pcmangku 
kepentingan di scmua tingkat pemerintahan. Uotuk itu dalam rangk.a 
menjamin kepastian hukum agar pelaksanaan kegiatan Baoruan Sosial 
berjalan sccara optimal, maka perlu diterbitkan Petunjuk Teknis 
Pclaksanaan Bantuan Sosial Pernugaran Rumah Tidak Layak Huni. 

PETUNJUK PELAKSANMN BANTUAN SOSIAL PEMUGARAN RUMAH 
TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH 

DI KABUPATEN CILACAP 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI CILACAP 
NOMOR q 1 TAHUN 2019 
TENT ANG 
TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN 
SOSIAL PEMUGARAN RUMAH TIDAK 
LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT 
BERPENGHASILAN RENDAH DI 
KABUPATEN CILACAP 
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B. Kriteria Sasarao Penerima Banruan 
Penerima Bantuan Sosial merupakan MBR yang memenubi persyaratan : 
1. masuk dalam Data Terpadu Program Penaoganan Fakir Miskin dan 

Orang Tidak Mampu (D'TPPFMOTM) yang dikeluarkan olch 
Kementcrian Sosial; 

2. memiUki dan menempati satu-sarunya rumah Lipe C dengan kondisi 
Lidak layak huni yang berdiri di tanah milik calon penerima, berdiri di 
tanah warisan calon penerima baik sudah maupun belum 
dibagi/belum dipecah sertipikatnya; 

3. tanah dan bangunan/rumah Lidak dalam jangka waktu krcdit 
pcrbankan dan tidak dalam sengketa: 

4. berdomisili tctap (penduduk) di lokasi kegiatan yang dibuktikan 
dengan KTP dan KK; 

5. bersedia untuk berswadaya sesuai kcmampuan dan bergotongroyong: 
dan 

6. bclum pernah mendapatkan bantuan yang sejerus, 

11. LINGKUP KEGIATAN 
/\. Benruk dan Jcnis Kcgiatan 

Bantuan Sosial digunakan untuk kegiatan pemugaran RTLH dan 
memerlukan peran serta masyarakat yang dapat dilaksanakan secara 
gotong royong, bertahap, dan berkelompok untuk memugar/memperbaiki 
RTL! I. 
Bagian-bagian rurnah yang dipugar disesuaikan dengan kebutuhan 
masing-rnasing penerima bantuan gune meningkatkan kualitas rumah 
yang memenuhi standar teknis dan kesehatan, antara lain: 
1. alap; 
2. lantai; dan 
3. dinding rumah. 

C. Pendekatan 
Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pemugaran RTLH bagi MBR 
adalah gotong royong yang diwujudkan dengan asas Tri Daya yairu: 
1. Daya Manuaia, upaya untuk menumbuhkan dao meningkatkao 

kesadaran warga masyarakat agar meogetahui, merniliki kemauan dan 
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah. 

2. Daya Lingkungan, melalui pemugaran rumah untuk dapai 
mewujudkan rumah yang Iungsional untuk pemenuhan kebutuhan 
dasar manusia, sehingga pada akhirnya dapat memeoubi barapan 
untuk mernperoleh peningkatan kchidupan dan penghidupan serta 
kesejahteraan masyarakai, 

3. Daya Usaha, melalui kegiatan pendampingan dan pemberiao banruan 
ctimaksudkan unruk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran 
berusaha, dengan memanfaatkan sumber-sumber daya lokal yang 
pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. 

3. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kcgiatan 
pemugaran RTLH bagi MBR. 
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8. Tim Koordinasi 
l. Unruk mendukung kelancaran pelaksanaan program Bantuan Sosial, 

di tingkat Kecamatan, Camat membentuk Tim Koordinasi, yang 
bertugas: 
a. melaksanakan sosialisasi di tingkat Kecamatan; 
b. melakukan fasilitasi rerhadap Tim Pendamping Teknis Desa/ 

Kelurahan; 

e. Anggota 
d. Sekretaris Kcpala Bidang Perurnahan pada Dinas; dan 

Pejabat/Pelaksana pada Perangkat Daerah 
terkait. 

3. Untuk mendukung pelaksanaan rugas, Tim Fasllitasi dibantu oleh 
Fasilitator yang merupakan bagian dari Tim Fasilitasi. 
Fasilitator bertugas untuk menggerakan rnasyarakat setempat 
bersama Tim Pendamping Teknis Desa/Kelurahan dan mendampingi 
penerima bantuan dalam penyusunan RAB, dokumen pencairan, 
pelaksanaan kegiatan pemugaran RTLH, dan pernbuatan dokumen 
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). 

lll. PENGORGANTSASIAN 
A. Tim Fasilitasi 

1. Untuk mendukung kelancaran pclaksanaan Bantuan Sosial, di 
Tingkar Kabupaten, Bupati membencuk Tim Fasilitasi yang bertugas : 
a. mcngoordinasikan perumusan kebijakan, perencanaan, 

penganggaran, dan pertanggungjawaban Banruan Sosial; 
b. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalarn 

mclaksanakan Bantuan Sosial; 
c. melaksanakan sosialisasi kepada Tim Koordinasi di tingkat 

J<ecamatan, Tim Pcndamping Teknis di tingkat Desa/Kelurahan, 
dan rnasyarakat: dan 

d. mengoordinasikan tindak lanjut pcnyelesaian permasalahan 
terkait pclaksanaan Bantuan Sosial. 

2. Susunan Tim Fasilitasi, sebagai berikut : 
a. Penanggungjawab Sekretaris Daerah; 
b. Pengarah Asisten ll:konomi dan Pembangunan Sekda; 
c. Ketua Kepala Dinas; 

C. Kriteria Rumah Tidak Layak Huni 
RTLH yang dapat menerima Bancuan Sosial adalah : 
1. atap dalam kondisi tidak baik atau kualitas rendah: 
2. mempunyai dinding rumah dengan kondisi tidak baik atau kualitas 

rendah, termasuk dinding dengan pasangan bata yang sudah lapuk 
dan belum diplester; 

3. lantai terbuat dari tanah atau kayuj semen/tcgel dengan kondisi tidak 
baik, rusak, atau kualitas rendah; 

4. tidak memiliki ventilasi udara yang memadai; 
5. tidak memillki jamban/memiliki jamban tidak layak; dan/atau 
6. mempunyai sumbcr mata air minum berasaJ dari sumur atau mata air 

tak terlindungi/air sungai/air hujan/lainnya. 
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IV. TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL 
A. Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD 

1. Usulan 
a. lndividu atau keluarga calon penerima bantuan (Kelompok 

Masyarakat unruk usulan Banruan Sosial Tahun 2018), 
menyampaikan usulan tertulis dalam bentuk Proposal yang dibuat 
dalam 3 (tiga) rangkap ditujukan kepada Bupati Cilacap dilcogkapi 
dengan: 
I) rekomendasi dari Kadcs/Lurah; 
2) Rencana Anggaran Biaya (RAB); 
3) foco kopi KTP dan KK; 
4) foco 0% rumah yang akan dipugar (kondisi awal scbelum 

dipugar), paling sedikit dari 3 (tiga) titik (depan, belakang, dan 
samping/daJam); 

SJ slip gaji yang dilegalisasi perusahaan ternpat bekerja bagi 
pekerja formal atau surai kcterangan pcnghasilan yang 
ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah; 

6) foto kopi sertipikat tanah/bukti kepemilikan lain; 

C. Tim Pendamping Teknis Desa/Kelurahan 
1. Untuk mendukung kelancaran pclaksanaan program Banruan Sosial, 

di tingkat Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah membentuk Tim 
Pendarnping Teknis, yang bertugas : 
a. melakukan sosialisasi di tingkat Desa/Kelurahan; 
b. membantu pcngurusan pembukaan rekening calon pcnerima 

bantuan; 
c. mendampingi dalam proses pcncairan banruan dan 

pembelanjaannya; 
d. membantu dalam pclaksanaan kcgiatan pcmugaran rumah; 
e. menggali potensi, mendorong, rnenghimpun, dan mengelola 

swadaya masyarakat atau kelompok masyarakat; dan 
f. mernbantu daJam pembuata.n Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). 

2. Tim Pendamping Teknis Desa/Kdurahan diketuai oleh Kepala 
Desa/Lurah dan beranggotakan Kasi Kesejatcraan, dan Kepala 
Dusun/ Lingkungan seternpat. 

Carnat; 
Sckretaris Kecarnatan; 
Kepala Seksi Pcmberdayaan Masyarakat dan Kepala 
Seksi Ketcnteraman dan Ketertiban Umum. 

a. Ketua 
b. Sek:retaris 
c. Anggota 

c. melakukan asistensi dan fasilitasi dokumen pencairan; 
d. melakukan monitoring dan evaluasi dari tahap pcrencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan, dan pelcstarian hasil 
kegiatan banruan sosial; dan 

e. mengoordinasikan pembahasan dan pcnyelesaian permasalahan 
yang timbul sebagai temuan hasil monitoring dan evaluasi serta 
pengaduan dari masyarakat. 

2. Susunan Tim Koordinasi, sebagai berikut: 
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2) Kuitansi penerima baruuan berrneterai cukup, diisi sesuai 
dengan besamya nilai bantuan ditandatangani oleh penerima 
banruan; 

3) foto kopi Buku Rekening penerima bantuan; 

kepada 
Cilacap 
Ke pal a 

Bantuan Sosial disalurkan dcngan cara sebagai berikut: 
a. berdasarkan Kcputusan Bupati tentang Pcnerima Bantuan Sosial 

Pemugaran Rumah Tidak Layak lluni yang Bersumber dari APBD 
Kabupaten Cilacap, Tim Fasilltasi melalui Tim Koordinasi di 
tingkat Kccamalan melakukan sosiallsasi Bantuan Sosial; 

b. Tim Koordinasi mernberitahukan kepada penerima bantuan unruk 
melengkapi persyaratan pencairan dcngan menyerahkan : 
I J Surat permohonan pencairan bantuan ditujukan 

Bupati Cilacap melalui Kepala BPPKAD Kabupaten 
dilandatangani oleh penerima bantuan diketahui 
Desa/Lurah dan Camat setempat; 

7) dalam hal tanah merupakan harta warisan yang belum dibagi, 
dilarnpiri dengan surat pemyataan dari pewaris dan/atau para 
ahli waris yang menyatakan bahwa calon penerima merupakan 
ahli waris yang akan menerima bagian waris berupa tanah 
yang ditempati/dilinggali sekarang; 

8) surat pemyataan kesanggupan untuk berswadaya sesuai 
kemampuan dan bergotongroyong; 

9) surat pemyataan bahwa rumah yang ditinggali merupakan 
saru-satunya rumah yang dimlliki; 

JO) surat pcmyataan belum pemah mencrima banruan pemugaran 
RTLH atau yang sejenis. 

2. Penganggaran 
a. Dinas rnelalui Tim Verilikasi mclakukan verifikasi administrasi 

terhadap proposal calon pcncrima banruan, dan apabila 
diperlukan maka dilakukan veriflkasi fisik/ lapangan; 

b. hasil verifikasi proposal calon pcnerima banruan dilaporkan 
kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pernerintah Daerah (TAPD); 

c. TAPD memberikan pertirnbangan secara tertulis kepada Bupati 
sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah; 

d. hasil verifikasi proposal calon penerima ban tuan dan 
pertimbangan tertulis dari TAPD menjadi dasar alokasi anggaran 
Bantuan Sosial dalarn rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) 
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPASJ; 

e. Bantuan Sosial dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran - 
Pejabat Pengelola Kcuangan Daerah (RKA-PPKD) yang mcnjadi 
dasar penganggaran Belanja Bantuan Sosial dalam APBD sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Penetapan Penerima Banruan Sosial 
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah (DPA-PPKD), Bupau mcnetapkan Keputusan 
teruang Penerima Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak 
Huni yang Bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap, yang berisi data 
Penerima Bantuan Sosial beserta besaran uang yang akan disalurkan. 

4. Penyaluran Banruan Sosial 



V. KETENTUAN BANTUAN SOSIAL 
1. Bantuan Sosial merupakan bantuan stimulan dalarn bentuk uang, yang 

jumlah/besarannya ditetapkan oleh Bupati sesuai kemampuan keuangan 
Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Bantuan Sosial pemugaran RTLH yang bersumber dari APBD Kabupaten 
Cilacap clibelanjakan dengan alokasi sebagai berikut : 
a. pembelian material bangunan paling sedikit 80% (delapan puluh 

perseratus); 
b. bantuan biaya tukang paling banyak 17,5% [tujuh belas koma lima 

perseratus); 
c. biaya operasional paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratusl, 

yang dapat digunakan untuk pcmbuatan La po ran 
Pertanggungjawaban (LPJ), konsumsi, dan lain-lain. 

3. Perseorangan, lembaga/organisasi/perkumpulan dapat berpartisipasi 
dalam kcgiatan pemugaran RTLH dalarn beruuk uang tunai, tenaga kerja/ 
tukang, material, dan konsumsi. 

4. Bantuan swadaya yang berasal dari perseorangan, lembaga/organisasi/ 
perkumpulan dikoordinir dan dikelola oleh Tim Pendarnping Teknis 
Desa/ Kelurahan. 

B. Bantuan Sosial dari Pihak Lain 
1. Pernerintah Daerah dapat bekerjasama dengan BUMN, BUMD, alau 

Badan Usaha Milik Swasta melalui mekanisme Tanggung Jawab Sosial 
dan Lingkungan Perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) 
maupun dari perseorangan, lembaga/organisasi/perkumpulan untuk 
kegiatan bantuan pemugarao RTLH. 

2. Persyaratan dan teknis pclaksanaan bantuan pernugaran RTLI l yang 
bersumber dari Pihak Lain, disesuaikan dengan ketentuan yang 
berlaku pada pemberi bantuan. 

4) Coto kopi KTP penerima bantuan; 
5) Rencana penggunaan dana (RPO) yang telah disetujui oleh 

Kepala Dinas, clitandatangani oleh penerima bantuan dan 
diket.ahui oleh Kapala Desa/Lurab setempat; 

6) Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang 
cliterima akan clipergunakan sesuai peruntukan dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

7) Proposal peogajuan bantuan sosial. 
Berkas persyarat.an dibuat dalam rangkap 3 (tiga). 

c. kelengkapan dokumen pcrsyaratan pencairan diverifikasi oleh Tim 
Verifikasi, kemudian diteruskan kepada Kepala BPPKAD 
Ka bu paten Cilacap unruk di proses dan direalisasikan mela I ui 
transfer ke nomor rckening penerima bantuan pada bank yang 
ditunjuk. 

d. penyaluran Bantuan Sosial dilakukan dengan cara pembayaran 
Langsung (LS) dan dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan 
uang Bantuan Sosial. 



Vlll. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
I. penerirna bantuan wajib menyampaikan laporan kegiatan dan laporan 

penggunaan dana banruan sosial kepada Bupati Cilacap melalui PPKD 
(Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap) dengan tembusan kepada Kepala 
Dinas, setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau paling lambat 
akhir Tahun Anggaran bcrkenaan. 

2. Laporan penggunaan Bantuan Sosial sekurang-kurangnya mcmuat 
informasi icntang : 
a. Data Pcncrima Bantuan; 
b. Realisasi kegiatan dan anggaran biaya; 
c. Waktu pelaksanaan dan iempar kegiatan; 
d. Dokumcntasi kegiatan (foto 0% rumah yang akan dipugar/kondisi 

awal sebelum dipugar, foto pclaksanaan kegiat.an, foto setelah 
pemugaran, foto Jain sesuai kebutuhan]: dan 

e. Lain-lain/penurup. 
3. Surat pemyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Baniuan 

Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan 
dana yang telah diserujui Dinas. 

4. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. 

Vil. MONITORING DAN EVALUASI 
l. Monitoring dan Evaluasi diJaksanakan oleh Dinas sebagai upaya 

pengendalian pelaksanaan kegiatan agar tepat guna, waktu, sasaran, dan 
tertib adrninistrasl. 

2. Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi 
kegiatan rnaupun peninjauan langsung ke Jokasi kegiatan sesua.i 
kebutuhan. 

3. Waktu pemantauan diJaksanakan secara berkala baik pada saat 
persiapan, pelaksanaan, maupun pasca kegiatan. 

4. Tim Koordinasi, Tim Pendamping Teknis, dan masyarakat ikut serta 
dalam pelaksanaan pengendalian kegiatan. 

VI. PENGELOLAAN KEGIATAN 
I. kegiatan pemugaran RTLH dimulai selambat-lambatnya 15 (lima belas) 

hari scjak Bantuan Sosial diterima oleh Pencrima bantuan. 
2. bagian rumah yang akan dipugar dan rencana anggaran biayanya 

ditcntukan berdasarkan hasiJ fasilitasi dan evaluasi oleh Fasilitator yang 
dituangkan dalam berita acara, 

3. Kegiatan dilaksanakan olch penerima bantuan dengan swakelola dan 
dapat dikerjakan secara gotong royong. 

4. Penerima bantuan dapat menyediakan swadaya gotong royong baik dalam 
bentuk dana, material, tenaga kerja, konsumsi, dan sebagainya sesuai 
dengan kemampuan masing-masing. 

5. Kcgiatan diJaksanakan oleh penerima bantuan sesuai dengan rencana 
penggunaan dana yang telah disetujui oleb Dinas. 

6. Penerima bantuan diJarang mengalihkan bantuan kepada orang lain, atau 
mengubah ternpar/ lokasi kegiatan dan jenis kegiatan. 



4. KesaJahan Data 
Kesalahan data penerima baruuan yang menyebabkan terrundanya 
pencairan bantuan sosial akan diberitahukan secara berjenjang oleh Pf 
Bank Pembangunan Dacrah Jawo Tengah (Bonk -Jateng] kepada Kas 
Daerah, Kepala BPPKAD, dun sclanjutnya kepada Dinos scsuai dengan 
tingkatan kesalahan penyampaian data. 
Apabila kcsaJahan data di tingkat penenrna bantuan, maka dalam batas 
waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak pemberilahuan terscbut tidak ada 
pembcrulan dari penerima bantuan, Bank .Jateng mengembalikan dana 
bantuan kc Rekening Kas Umum Daerah. 

3. Sanksi 
Segala pcnyimpangan/pcnyaJahgunaan bantuan sosial yang dilakukan 
oleh pcncrima bantuan menjadi tanggung jawab penerima bantuan dan 
terhadapnya diberikan sanksi administratif menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan serta dibebani kewajiban mengembalikan baruuan 
sosial yang telah diterimanya sesuai nilai kerugian negara yang 
ditimbulkan oleh pcrbuatannya. 

X. K.ETENTUAN KHUSUS 
I. Pemberian Bantuan SosiaJ 

a. Pemberian Banruan SosiaJ dilaksanakan secara selcktif, tidak 
mengikat, tidak ierus rnenerus. 

b. Penggunaan Bantuan Sosial harus jelas peruntukannya sesuai dengan 
kebutuhan penerima baruuan. 

c. Bantuan SosiaJ diberikan kepada masyarakat dalum beruuk uang 
sebagai bantuan stimulan yang penggunaannya disesuaikan dengan 
proposal yang telah disctujui. 

d. Penerima bantuan belum pcrnah dan tidak sedang dibiayai oleh 
surnber pcmbiayaan yang lain kecuali swadaya rnasyarakat sena 
bantuan tidak cliperkenankan untuk biaya pengganti kegiatan lain. 

2. Larangan Bagi Peoerima Bantuan : 
a. mcngendapkan dana Bantuan Sosial yang diterirna dengan maksud 

untuk mencari keuntungan di luar ketentuan yang tclah ditctapkan; 
b. digunakan untuk keperluan yang bersifat konsumtif baik untuk 

kepcntingan pribadi maupun kepent.ingan orang lain; 
c. menggunakan dana Bancuan Sosial unruk melunasi/jaminan 

pelunasan utang pada pihak ketiga baik untuk kcpentingan pribadi 
rnaupun orang lain; dan 

d. cligunakan untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan maksud 
dan tujuan pemberian bantuan. 

IX PEMELIHARAAN KEGIATAN 
I. Kegiatan Bantuan SosiaJ tidak mengalokasikan biaya pemeliharaan 

setelah kcgiatan berakhir. 
2. Pemeliharaan dan pengembangan hasil Bantuan Sosial scpenuhnya 

menjadi tanggungjawab penerima bantuan. 



Xl. PEN\Jn.lP.-' 
Bli:MilltHSosiaJ akan bcrhasil apabila ada ketcrlibatan semua pihak baik Tim 
Fasilitasi, Tim Koordinasi, Tim Pendamping Teknis, dan lernbaga 
kemasyarakatan di dcsa/kclurahan maupun anggota masyarakat. 
Tolok ukur kcbcrhasilan kegiatan mi arn aru lain: 
I. Adanva pcrubahan pcrilaku masyerakat untuk mau den mampu 

meningkatkan kuolitas rumah tinggalnya schingga layak huni. 
2. Tumbuhnya kcgotongroyongan rnasyarakat untuk mcndukung 

kcbcrhasilan pcmbangunan pcrurnahan. 

 


